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PERA'TURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

KETEITTUAN HAIrI DAN JA,M KERJA SATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH

DILING KU NGAN PEM ERINTAH KABU PAT'E N I(ATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M,AHA ESA

BUPATI KATINGAN

bahvua dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi

kerjzr serta untuk meningkatkan pelayanian kepada masyarakal

dipalrdang perlrr untuk melakukan pengaturan mengenai ketentuan hari

dan.iam kerja liatuan Kerja Perangkat Da,r:rrah di lingkungan Pemerintah

Kabr"rpaten Katingan ;

bahvua berdaserrkan pertimbangan sebagaimiana pada huruf a, perlu

menetapkan perngaturan mengenai ketentrran hari dan jam kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pelrrneriintah Kabupaten Katingan

dengpan Peraturan Bupati Katingan.

Undilng-Undanr;1 Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-

Undlng Nomor 8 Tahun L974 tentan,ll Prrkok-Pokok Kepegawaian

(Lenrbaran negera Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan lembaran Negara Republik Indr:nesjia Nmor 3890);

Undilng-Undan,3 Nomor 5 Tahun 2002 terrd[ang Pembentukan Kabupaten

Katirrgan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Mrlrung Raya dan Kabupatr:n Barito Timur di Wilayah

Provinsi Kalimarntan Tengah ( Lembaralr Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembanan lrlegara Republik Indonesia

Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun :]004 tentang Pembentukan

Peraturan PerurCang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran ltlegara Republik Indonesia

Nomor 4389);

Undilng-Undanr;; Nomor 32 Tahun 2004 t,entang Pemerintahan Daerah

(Lenrbaran Negara Republik Indonesi;L Tahun 2004 Nomor L25,

Tambahan Lembaran Negara Republik I'ndonesia Nomor 4437),

sebergaimana telah diubah beberapa klli, lterakhir dengan Undang-

Undiang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-

Undrang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a8a$i
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5. Undalg-Undang lrlomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antarit Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara

Repub,lik Indonesia Tahun 2004 Nomor .L26, Tambahan Lembaran

Negana Republik ltndonesia Nomor 4438);

Peratr,rran Pemerintah Republik Indonesi,a Nomor 79 Tahun 2005

tentarrg Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 1615, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4593);

Peratr,rran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusarr Pemerint;ahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi

dan [)emerintahiln Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara

Republik Indones;ia Tahun 2007 Nomor 82, 'I'ambahan Lembaran Negara

Republik Indones;ia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun t9{}0 terntang Peraturan Disiplin

Pegar,rrai Negeri liipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3L76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lemb,aran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturran Pemerintah Nomor 96 Tahun 20t00 tentang Wewenang

Pengerngkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lemtnran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L93,

Tambahan Lemb,aran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

Keputrusan Presiclen Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang

Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja SekretariaiL Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralcyat

Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupateri Katingan

Tahun 2008 Nornor 4);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan ( il-emharan Daerah Kabupaten

Katinglan Tahun 21008 Nomor 5 );

Peraturan Daeral:r Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektoraf, Bappeda dan Lembaga T'eknis Daerah Kabupaten

Katingtan ( Lemb;aran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008

Lembitran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2lJ0B Nomor 6 );

Keputusan Ment,elri Pendayagunaan Aparatur ltlegara Nomor 08 Tahun

1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Fierja di Lingkungan Lembaga

Pemet,'intah;

Instruksi Gubenur Kalimantan Tengah Notnor 188.54103/2011 tanggal

14 Maret 2011 l[entang Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantqn Tengah.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEHATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGATUILAN

ME!{GENAI KIETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KAT]UPATEN IINGTINGAN

BAB I

KI1TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Eturpati iniytrng dimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Kabupatt:n Katingan.

(2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan lDaerah.

(3) Bupati adalahr lBupati Kal:ingan.

(4) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.

(5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yiang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu

Kepala Daerah dalam penyelenggilraan pemerintahan daerah yarng terdiri dari Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknil; Da,erah Kabupaten Katingan.

BAB II

HAIRI DAN JAM KERJA

Pasal 2

(1) Mengatur darnr melaksarnakan Hari Kerja Satuan Kerja Peranglcat daerah di lingkungan

Pemerintah Klarbupaten l(atingan mulai tanggal 1 April 2011 ditetapkan menjadi 5 (lima) hari

kerja yaitu mrurlai Senin sampai dengan Jum'at dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5

(tiga Puluh l urjuh Komar Lima) jam per minggu di luar istirahat.

(Z) lumlah jam lkerja efeKif sebagiaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

melaksanakan tugas pol<ok dan fungsi kedinasan.

Pasal 3

(1) Jam kerja prada hari kerja sebaqaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dilakukan

pengaturan clerngan ketrlntuan sebiagai berikut:

a. Senin sampai dengian Kamis:

Masuk Kerja

Istirahat
Pulang Ketria

b. lum'at:
Masuk Kerja

Olah Rarla

Istirahat
Pulang l(erja

lam 07.00 WIIEI

Jarr 12.00 - 1::i.00 WIB
larr 15.30 WIli

Jam 06.30 WIt]
Janr 06.30 - Crl8.00 WIB
larn 11.00 - 1.2,30 WIB

Jarn 15.30 WlllB



(2) Selama jam kerja yang ditentukan, Pegawai diwajibkan memakai pakaian Dinas Lengkap
dengan atribru[ sesuai dr:ngan ketentuan.

(3) Setiap hari hpada selul'uh Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk mengikuti apel pagi pada
jam 07.00 WIt] dan apel sore pada jam 15.30 WIB dilingkungan kerjanya masing-masing.

Pasal 4

SKPD teftentu yang melaksalrakan ketentuan 6 (enam) hari kerja, dari hari Senin sampai dengan
Sabtu dilakukan pengaturan jam kerja tersendiri dengan tetap mernperhatikan jumlah jam kerja
efektif selama 37,5 ffiga Puluh Tujuh Koma Lima) jam per minggu di tuar istirahat.

BAB III

KETIENTUAN PENUruP

pasal 5
i (r) Setiap Keperla SKPD baik secara langsung maupun lrcrjenjang wajib rnelakukan

pengawasan mengenai pelakanaan ketentuan hari dan jann kerja terhadap pegawai di
lingkungan kerjanya masing-masing.

(2) Pelanggaran tr:rhadap ketentuan lrrari dan jam kerja dapat dit<enakan sanksi sesuai dengan

_ ketentuan yang berlaku,

Pasal 6

Hal-hal yang belunn cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur k:bih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Ditehpkan di Kasongan

Pada Lan*lgal s9 Maret 2011

1\
BUf,ATI I(ATrI{GAN,\A,.rn.twl_

DUWcL RAWING
DiundanrTlcan di Kas;ongan

Pada tanqgal r8 Maret 2011

SEKRI:TARIS DAEMH
KABUPIITEN KATINGAN,

C HRISTAIITWO TA]I'EL I.ADJU

BERIIA DAERAH IC\BUPATEN KATINGAN

TAHUN:1011 NOMOR: }


